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ABSTRACT

Food insecurity is a threat in fulfilment of food needs.  In Lampung Province the problem of food insecurity exists among paddy farmers since they do not manage food stock well. They tend to sell their paddy soon after harvesting in low price while in famine season they buy rice in high price. In line with this situation, decreasing food insecurity is imperative.  This research aims to find out (1) paddy farmers’  food stock management, and (2) the roles of food barn institution in reducing food insecurity. The research is using a survey method and is conducted in Ambarawa Subdistrict that has the most food barns which are active.  Samples were randomly chosen 60 paddy farmers members of food barns.  Data were collected in May-October 2016 and analyzed using qualitative and quantitative descriptions. The results showed that paddy farmers managed food stock by saving dried paddy either in their own food barn or in a group food barn.  The total of the availability of paddy farmer households’ food was 1,162.82 kg dried paddy.  Food barns have a role in reducing food insecurity or increasing the availability of household food.  As much as 12.36% or 143.70 kg of total households’ food availability was from food barns.  Factors affecting the households’ food availability were farm size, household income, farmers’ age, and their education level.
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ABSTRAK

Masalah rawan pangan menjadi ancaman bagi ketahanan pangan. Di Provinsi Lampung masih ditemukan petani padi yang menderita rawan pangan karena petani tidak melakukan manajemen stok pangan dengan baik. Petani menjual gabah pada saat panen dengan harga rendah sedangkan pada saat paceklik petani yang kekurangan pangan harus membeli pangan dengan harga yang tinggi. Sejalan dengan itu, pengurangan rawan pangan harus menjadi perhatian. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji (1) manajemen stok pangan petani padi dan (2) peran kelembagaan lumbung pangan dalam mengurangi rawan pangan. Penelitian menggunakan metode survei. Lokasi penelitian di Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu yang mempunyai jumlah lumbung pangan aktif paling banyak. Sampel dalam penelitian ini adalah 60 orang petani padi anggota lumbung pangan yang diambil secara acak. Analisis data yang digunakan untuk menjawab tujuan  adalah  dengan analisis deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Pengambilan data penelitian dilakukan pada bulan Mei hingga Oktober 2016.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan stok pangan petani padi dilakukan dengan menyimpan gabah di lumbung pangan individu rumah tangga dan lumbung pangan kelompok. Total ketersediaan pangan rumah tangga petani padi dalam satu tahun adalah 1.162,82 kg GKG. Lumbung pangan berperan dalam mengurangi rawan pangan yaitu dapat meningkatkan ketersediaan pangan rumah tangga. Ketersediaan pangan rumah tangga yang bersumber dari lumbung pangan adalah 143,70 kg GKG/tahun atau  12,36% dari total ketersediaan dalam rumah tangga. 
Kata kunci: lumbung pangan, rawan pangan
I. PENDAHULUAN

Peningkatan ketahanan pangan merupakan prioritas utama dalam pembangunan. Hal ini karena pengembangan sumberdaya manusia sangat berhubungan dengan  ketahanan pangan. Kualitas sumberdaya manusia yang baik akan terwujud jika individu dalam rumah tangga mendapat asupan pangan yang cukup, aman, bergizi secara berkelanjutan. Ketahanan pangan merupakan suatu kondisi dimana semua rumah tangga mempunyai akses baik fisik maupun ekonomi untuk memperoleh pangan bagi anggotanya dimana rumah tangga tidak berisiko mengalami kehilangan dua akses tersebut. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012  tentang Pangan  menyatakan bahwa ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Terwujudnya ketahanan pangan merupakan hasil kerja dari suatu sistem yang saling berinteraksi, yaitu subsistem ketersediaan, distribusi dan konsumsi. Apabila ketiga subsistem tersebut tidak tercapai, maka ketahanan pangan tidak mungkin terbangun dan akibatnya menimbulkan kerawanan pangan. Rawan pangan merupakan suatu kondisi ketidakmampuan untuk memperoleh pangan yang cukup. 

1) Makalah disampaikan pada Seminar dan Pertemuan Dekan Pertanian (BKS-PTN) Wilayah Barat pada tanggal 20 Juli 2017 di Pangkal Pinang.

Menurut Ariningsih dan Rachman (2008) proporsi rumahtangga rawan pangan di pedesaan lebih tinggi daripada di perkotaan. Hal tersebut karena daerah pedesaan mengalami keterbatasan pengembangan infrastruktur (fisik dan kelembagaan) dan kebijakan pembangunan bias pada daerah perkotaan, 
Masalah rawan pangan masih menjadi ancaman bagi ketahanan pangan Indonesia. Menurut Laporan Kementerian Pertanian (2016), dengan menggunakan data Susenas dan dengan menggunakan angka kecukupan konsumsi kalori penduduk Indonesia per kapita per hari berdasarkan Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi VIII (WNPG) 2004 yaitu 2000 kkal, jumlah penduduk Indonesia yang termasuk kategori sangat rawan pangan (asupan kalori <70 persen AKG, Angka Kecukupan Gizi) rata-rata tahun 2011—2014 adalah 18,11%, jumlah penduduk rawan pangan (asupan kalori 70—89,99 persen AKG = 1.400 kal/orang/hari) adalah 33,13%.  
Masalah rawan dijumpai juga di Provinsi Lampung.  Provinsi Lampung merupakan salah satu lumbung padi nasional. Menurut Badan Pusat Statistik (2015), produksi padi di Provinsi Lampung menempati peringkat ketujuh penghasil beras nasional dengan produksi sebesar 3.207.002 ton dan menyumbang 4,50% produksi total nasional. Permasalahan yang dihadapi petani  padi adalah  petani belum mengelola cadangan pangan dengan baik  (Prasmatiwi, Rosanti, dan Listiana, 2013) sebagai akibatnya 15% petani padi termasuk dalam kategori rentan dan rawan pangan (Prasmatiwi, Listiana, dan Rosanti, 2012).
Untuk itu dalam rangka mengurangi kerawanan pangan dan meningkatkan ketahanan pangan petani padi harus mengelola cadangan pangan dengan baik.  Cadangan pangan merupakan salah satu komponen penting dalam ketersediaan pangan yang dapat berfungsi menjaga kesenjangan antara produksi dengan kebutuhan. Di samping itu juga dapat digunakan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya kekurangan pangan yang bersifat sementara disebabkan gangguan atau terhentinya pasokan bahan pangan, Dengan demikian ketersediaan pangan harus dikelola sedemikian rupa sehingga walaupun produksi pangan bersifat musiman, pangan yang tersedia harus cukup serta stabil  penyediaannya dari waktu ke waktu. 
Pasal 32 ayat 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan mengamanatkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan cadangan pangan masyarakat sesuai dengan kearifan lokal. Pengembangan cadangan pangan masyarakat dilakukan dalam rangka pemberdayaan dan perlindungan masyarakat dari kerawanan pangan, dengan memfasilitasi pembangunan fisik lumbung, pengisian cadangan

pangan dan penguatan kelembagaan kelompok.  Namun, hasil penelitian Rachmat dkk. (2011) menyatakan bahwa keberadaan lumbung pangan cenderung menurun karena beberapa sebab, yaitu: (a) penerapan revolusi hijau yang mengintroduksikan teknologi padi unggul, dan modernisasi pertanian dinilai tidak sesuai dengan lumbung tradisional masyarakat, (b) keberadaan Bulog yang berperan dalam stabilisasi pasokan dan harga pangan (gabah) di setiap wilayah pada setiap waktu menyebabkan tidak ada insentif untuk menyimpan gabah, (c) globalisasi yang menyebabkan terbangunnya beragam pangan, termasuk pangan olahan sampai ke perdesaan, telah merubah pola konsumsi, dan (d) kegiatan pembinaan yang tidak konsisten dan cenderung orientasi proyek menyebabkan pembinaan yang dilakukan tidak efektif. 

Untuk mengurangi rawan pangan Pemerintah Provinsi Lampung berupaya menggalakkan kembali lumbung desa di daerah-daerah. Keberadaan lumbung pangan saat ini umumnya berada di daerah yang secara tradional telah mengembangkan lumbung pangan di daerah rawan pangan. Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan mengkaji (1) manajemen stok pangan petani padi dan (2) peran kelembagaan lumbung pangan dalam mengurangi rawan pangan.

II. BAHAN DAN METODE

Penelitian menggunakan metode survei. Lokasi penelitian adalah di Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung. Dari Kabupaten ini dipilih Kecamatan Ambarawa dengan pertimbangan di kecamatan ini terdapat lumbung pangan banyak dan paling aktif.  Menurut BP3K  Kecamatan Ambarawa (2015), lumbung pangan di Kecamatan Ambarawa berjumlah 58 buah. Dari 58 lumbung tersebut, diambil 30 lumbung secara acak dan masing-masing lumbung diwawancarai 2 orang anggotanya sebagai sampel yang dipilih secara acak.  Dengan demikian wawancara dilakukan terhadap 30 orang pengurus lumbung dan 60 anggota lumbung.

Tingkat ketersediaan dan cadangan pangan rumah tangga dalam penelitian ini dianalisis jumlah ketersediaan pangan yang bersumber dari (a) kemampuan produksi pangan rumah tangga, (b) kemampuan daya beli pangan rumah tangga, dan (c) ketersediaan bahan pangan di pasar setempat.  Sistem cadangan pangan rumah tangga akan dilihat sistem cadangan pangan yang dibangun secara individual rumah tangga, komunal dalam kelembagaan lumbung pangan kelompok tani, atau lumbung pangan desa baik secara formal maupun informal. 
Ketersediaan pangan diukur dengan menginventarisasikan pangan pokok (beras) yang tersedia dalam keluarga, baik yang diperoleh dari input yaitu produksi usahatani, pembelian, pemberian, dan dari lumbung pangan yang dikurangi dengan output rumah tangga yaitu dijual, aktivitas sosial dan diberikan kepada pihak lain (Banita, Darsono, dan Harisudin, 2013).  Secara sistematis, besarnya ketersediaan pangan pokok pada rumah tangga petani dapat dihitung dengan rumus: 

S  =   Input (produksi usahatani + pembelian + pemberian+  lumbung pangan) – Output (dijual+ aktivitas sosial + diberikan kepada pihak lain)

Dimana :

S 
= ketersediaan pangan pokok (beras) rumah tangga petani
Input  
= input pangan pokok dari produksi usahatani, pembelian, dari lumbung
 
   pangan, dan pemberian
Output
= output pangan pokok yang dijual, aktivitas sosial dan diberikan kepada
   pihak lain.

Berdasarkan Daftar Kandungan Bahan Makanan (DKBM), setiap 100 gram beras mengandung energi sebesar 360 kkal. Ketersediaan pangan selanjutnya dikonversi dalam bentuk energi kkal. Klasifikasi ketersediaan pangan:

Kurang      :  Jika ketersediaan pangan  <1.400 kkal/kap/hari

Sedang      :  Ketersediaan pangan 1.400 – 1.600 kkal/kap/hari

Tinggi       :  Ketersediaan pangan >1.600 kkal/kap/hari. 

III. HASIL
3.1  Manajemen Stok Pangan Petani di Kabupaten Pringsewu

Ketersediaan pangan rumah tangga petani padi anggota kelembagaan lumbung pangan di Kabupaten pringsewu bersumber pada hasil produksi padi pada lahan sawahnya, serta pengelolaan cadangan pangan rumah tangga maupun kelembagaan lumbung pangan kelompok. Sistem cadangan pangan petani padi dapat dilakukan melalui penyimpanan gabah di  lumbung pangan individu rumahtangga maupun lumbung pangan kelompok atau dusun.
Selain menyimpan di lumbung kelompok, mayoritas petani menyimpan cadangan pangan dalam lumbung pangan individu, dan hanya 3,33 persen petani yang tidak memiliki lumbung pangan individu karena langsung menjual gabahnya pada saat panen. Petani yang langsung menjual gabah pada saat panen dilakukan karena alasan repot, tidak mempunyai lantai jemur, atau karena petani mempunyai pekerjaan lain selain bertani.  Bagi petani yang mempunyai lumbung individu, petani menyimpan cadangan pangan dalam bentuk gabah kering giling (GKG). Sebagian besar petani (75%) menyimpan gabahnya dalam ruangan khusus di dalam rumah,  8,33% menyimpan gabah dengan menitipkan di pabrik penggilingan, sisanya menyimpan gabah tidak di ruangan khusus yaitu di dapur atau di ruang keluarga, dan ditemukan 1,67% petani yang menyimpan gabahnya dalam bangunan khusus. Penyimpanan gabah dengan menitipkan gabah di gudang pabrik menjadi fenomena yang menarik pada akhir-akhir ini. Alasan petani yang memilih menyimpan di gudang pabrik karena petani tidak memilki lantai jemur, tidak punya lumbung atau tempat penyimpanan sendiri di rumah, serta menghindari hama tikus, kutu. Yang menjadi daya tarik penyimpanan di pabrik adalah petani tidak dibebani biaya dalam penyimpanan di pabrik.
 Simpanan hasil panen digunakan sebagai persediaan untuk konsumsi sampai panen berikutnya dan dapat sebagai tabungan jika sewaktu-waktu memerlukan uang maupun untuk keperluan modal usahatani. Gabah yang direncanakan untuk dijual, biasanya petani menyimpan dalam karung-karung dengan berat 50 kg. Sebanyak 23,33% petani padi tidak menjual hasil panennya karena produksi padi yang dihasilkan hanya cukup untuk konsumsi keluarga sampai panen berikutnya dan sisanya 76,67% melakukan penjualan gabah. 
3.2  Kelembagaan lumbung pangan kelompok

Lumbung pangan kelompok adalah kelembagaan cadangan pangan yang dibentuk oleh masyarakat desa/kota dan dikelola secara berkelompok yang bertujuan untuk pengembangan penyediaan cadangan pangan bagi masyarakat di suatu wilayah.  Kelompok lumbung di Kabupaten Pringsewu mayoritas dibentuk oleh kelompok tani  yaitu sebesar 43,33%, disusul dibentuk oleh kelompok RT atau RW yaitu sebesar 36,67% (Tabel 1). Namun, ada juga lumbung kelompok yang dibentuk oleh kelompok arisan, kelompok pengajian, maupun lumbung dusun.  Lumbung dusun merupakan lumbung yang dibangun atas prakarsa aparat desa.  Lumbung desa dibangun untuk membantu masyarakat dalam penyediaan modal untuk dapat kembali menggarap sawah serta untuk mengatasi kerawanan pangan.  Selain berfungsi simpan pinjam gabah, 13,33% lumbung pangan juga melayani simpan pinjam pupuk. 

Mayoritas lumbung kelompok merupakan bentukan sendiri atau swadaya dari masyarakat, dan hanya 1 lumbung (3,33%) yang merupakan bentukan pemerintah.  Lumbung swadaya adalah lumbung yang modal awalnya merupakan swadaya dari beberapa anggota masyarakat yang sepakat untuk membentuk lumbung baik lumbung kelompok maupun lumbung desa. Kedua adalah lumbung yang dibentuk kelompok karena mendapat bantuan dari pemerintah berupa program Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (Penguatan-LDPM). Program penguatan LDPM bertujuan untuk memberdayakan Gapoktan agar mampu mengembangkan unit usaha distribusi pangan dan unit pengelola cadangan pangan dengan cara mengembangkan sarana penyimpanan sendiri, menyediakan cadangan pangan pada saat paceklik, dan menjaga stabilisasi harga gabah/beras dan/atau jagung di saat panen raya melalui kegiatan pembelian-penjualan.  
Mayoritas (46,67%) lumbung kelompok maupun lumbung desa yang dibentuk karena swadaya dan swakarsa masyarakat berdiri sejak tahun 1980-an hingga sekarang dengan rata-rata pendirian mencapai 20 tahunan.  Yang menarik adalah ditemukan lumbung yang didirikan secara swadaya pada tahun 1950-1960 (6,67%) dan didirikan tahun 1961-1970 sebesar 3,33%. Hal ini menandakan bahwa petani di Pringsewu sudah sejak lama telah menyadari pentingnya pengelolaan cadangan pangan untuk berjaga-jaga jika terjadi paceklik.  Lumbung yang dibentuk melalui program pemerintah  dimulai sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang.
Simpanan awal anggota lumbung bervariasi berdasarkan keputusan kelompok.  Beberapa kelompok menetapkan simpanan awalnya antara 50-100 kg GKG.  Beberapa kelompok lain simpanan awalnya berkisar antara 5-10 kg GKG. Untuk lumbung kelompok yang dibentuk atas inisiasi pemerintah, anggota kelompoknya tidak diwajibkan memiliki simpanan pokok dari anggota. Modal awal lumbung diperoleh dari hibah dana Bansos dari pemerintah melalui program P-LDPM.
Lumbung pangan di Kabupaten Pringsewu mayoritas (46,67%) berukuran kecil, dengan kapasitas 5—9,25 ton, sebesar 33,33% lumbung  kapasitasnya 9,25 sd 13,5 ton dan sisanya 20% mempunyai kapasitas 13,50 sd 22 ton (Tabel 2).  Lumbung pangan yang didirikan mampu menampung cadangan pangan yang selalu tersedia sepanjang tahun.
Secara umum, setiap anggota lumbung kelompok memiliki hak untuk memperoleh pinjaman gabah dengan jumlah yang telah disepakati bersama.  Pinjaman yang diberikan kepada anggota lumbung dapat berupa GKG atau sarana produksi berupa pupuk, pestisida dan lain-lain. Kewajiban yang harus dipenuhi anggota lumbung adalah mengembalikan pinjaman baik berupa gabah ataupun uang sesuai dengan kesepakatan bersama. 

3.3  Ketersediaan Pangan Rumah Tangga 
Ketersediaan pangan merupakan salah satu subsistem ketahanan yang cukup penting. Ketersediaan pangan di tingkat rumah tangga petani padi mencakup aspek produksi, cadangan pangan, serta keseimbangan antara pembelian dan penjualan pangan beras.  Di tingkat rumah tangga, perhitungan ketersediaan pangan sangat penting dilakukan untuk melihat apakah rumah tangga mengalami kekurangan pangan atau surplus pangan.  Dengan diketahuinya neraca tersebut, maka antisipasi untuk mencapai ketahanan pangan dalam rumah tangga dari aspek ketersediaan dapat dilakukan sejak dini. Ketersediaan pangan pokok rumah tangga digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga.  Pengukuran ketersediaan pangan dalam konteks ketahanan pangan saat ini diukur dengan ketersediaan pangan per kapita. Di Indonesia, standar ketersediaan pangan dengan mengacu pada Angka Kecukupan Gizi rekomendasi Widya Karya Pangan dan Gizi VIII tahun 2004 adalah sebesar 2.200 kilo kalori dan protein 57 gram per kapita per hari.

Dalam penelitian ini, ketersediaan pangan pokok hanya dikaji pada pangan pokok beras.  Ketersediaan pangan beras diukur dengan menginventarisasikan pangan pokok (beras) yang tersedia dalam keluarga, baik yang diperoleh dari input yaitu produksi usahatani, pembelian, pemberian, dan dari lumbung pangan yang dikurangi dengan output rumah tangga yaitu dijual, aktivitas sosial dan diberikan kepada pihak lain (Banita, Darsono, dan Harisudin, 2013).  

Input pangan petani dalam satu tahun adalah 3.311,37 GKG atau setara dengan 5.656,12 kkal/kap/hari. Input pangan terbesar berasal dari hasil panen sendiri. Petani menanam padi dua kali dalam satu tahun yaitu pada Musim Tanam (MT) I dan MT II.  Ketersediaan air yang bersumber dari irigasi cukup, sehingga petani dapat menanam 2 kali per tahun. Dengan luas lahan sawah yang digunakan untuk padi adalah 0,4723 hektar, produksi yang dihasilkan pada MT I  adalah 1.637,33 kg dan pada MT II adalah 1.387,50 kg GKP atau 3.076,00 kg/tahun GKP yang setara dengan 1.907,12 kg beras. Ketersediaan beras dari panen sendiri setara dengan 5.254,18 Kkal/kap dan menyumbang 92,89% input pangan petani (Tabel 3).

Selain dari hasil panen sendiri, jika beras tidak mencukupi, petani membeli beras dari warung atau pasar desa setempat.  Sebesar 8,33% petani membeli beras. Dalam satu tahun, jumlah pembelian beras adalah 15 kg atau setara 24,19 kg GKG atau 0,74% dari seluruh input pangan.  Hal yang menarik dalam input pangan ini adalah petani sebagai anggota lumbung pangan memanfaatkan lumbung pangan tersebut untuk ketersediaan pangan. Dalam satu tahun, petani memanfaatkan jasa lumbung pangan dengan meminjam gabah sebesar 143,70 kg GKG atau menyumbang 245,66 kkal/kap/hari atau 4,34% dari seluruh input pangan.

Pengeluaran pangan atau output pangan dalam satu tahun adalah 2.148,55 GKG. Output terbesar adalah penjualan gabah yang mencapai 2.018,77 GKG atau setara dengan 3.448,30 kkal/kap/hari atau 93,96% dari seluruh output pangan. Selain untuk penjualan, pengeluaran gabah adalah digunakan untuk benih, upacara keagamaan, dan kegiatan sosial.
Ketersediaan pangan petani adalah 1.162,82GKG per tahun atau 0,5517 kg beras/kap/hari dan setara dengan energi 1.986,24 kkal/kap/hari. Simpanan gabah di lumbung pangan dapat memberikan manfaat berupa cadangan pangan sebagai sumber energi sebesar 245,46 kkal/kap/hari atau 12,36% dari ketersediaan beras.  Dengan ketersediaan pangan petani 1.986,24 kkal/kap/hari atau dalam klasifikasi tinggi.
Ada beberapa cara yang dilakukan petani jika ketersediaan pangan tidak mencukupi. Yang paling banyak dilakukan petani adalah dengan cara membeli (Tabel 4). Hal yang menarik hasil penelitian ini adalah tidak ada petani yang menyatakan bahwa jika terjadi kekurangan pangan maka akan mengganti beras dengan pangan lain atau mengkombinasikan beras dengan pangan lain seperti ubi jalar, ketela pohon, atau jagung. Hal ini perlu penggalakan program diversifikasi pangan dengan menggunakan pangan lokal. 
3.4.  Peran Lumbung Pangan dalam Mengurangi Rawan Pangan  
Berdasarkan hasil penelitian PSP-LP IPB (2001), lumbung pangan sekurang-kurangnya dapat berperan dalam (1) menampung surplus produksi pangan masyarakat saat panen, (2) melayani kebutuhan pangan masyarakat pada saat paceklik, (3) melakukan simulasi pemupukan modal melalui iuran dalam bentuk bahan pangan maupun dalam bentuk tunai, (4) membantu petani yang kesulitan modal dengan cara menyediakan alternatif kredit mikro bagi warga, sehingga terhindar dari praktek-praktek bank atau pengijon, (5) menghindarkan petani dari kerugian penjualan dini dan menghindarkan petani membeli pangan pada saat paceklik dengan harga tinggi.
Secara umum, lumbung pangan di Kabupaten Pringsewu mempunyai peran sebagai tempat penyimpanan cadangan pangan anggotanya dan melayani kebutuhan anggotanya yang kekurangan pangan.  Para anggota memiliki hak untuk memperoleh pinjaman gabah dengan jumlah yang telah disepakati bersama.  Selain memberi bantuan atau pinjaman berupa gabah GKG, sebagian lumbung pangan memberi pinjaman modal usahatani berupa sarana produksi berupa pupuk.  Beberapa lumbung pangan juga berperan sosial yaitu memberi pinjaman dana apabila anggotanya mempunyai kebutuhan yang mendesak seperti untuk biaya berobat jika sakit. Khusus untuk lumbung dusun atau lumbung desa, lumbung juga berperan memberikan pembebasan sumbangan kegiatan desa seperti untuk kegiatan peringatan HUT Kemerdekaan RI, kegiatan upacara suran dan lain-lain.
Peran lumbung dalam menyediakan pangan dapat dihitung dari sumbangan lumbung pangan dalam ketersediaan pangan maupun  stok pangan rumah tangga petani. Pada Tabel 5.

Dapat dicermati lumbung pangan berperan menyumbang  143,70 kg GKG atau setara 89,09 kg beras atau setara 24,89 kg beras/kap per tahun. ketersediaan pangan sebesar 12,36% dari keseluruhan ketersediaan pangan rumah tangga. 
IV. PEMBAHASAN
Sistem cadangan pangan petani padi di Kabupaten Pringsewu dilakukan melalui penyimpanan gabah di  lumbung pangan individu rumahtangga maupun lumbung pangan kelompok atau dusun.  Dengan demikian ketersediaan pangan rumah tangga petani dapat bersumber dari produksi padi, cadangan pangan individu, dan cadangan pangan kelompok. Oleh karena itu peningkatan ketahanan pangan dapat dilakukan dengan ketahanan pangan secara komunitas sesuai dengan pendapat Kantor (2001) menjelaskan konsep ketahanan pangan komunitas sebagai sebuah konsep yang berorientasi pencegahan yang mendukung pengembangan dan penyediaan pangan yang berkelanjutan dengan strategi berdasarkan komunitas untuk meningkatkan akses rumah tangga miskin terhadap penyediaan pangan yang memenuhi standar kesehatan, meningkatkan keyakinan komunitas dalam penyediaan kebutuhan pangan dan merangsang tanggapan terhadap isu lokal mengenai pangan, kebun, dan gizi. 
Pengelolaan cadangan  pangan petani tidak hanya berfungsi sebagai cadangan pangan untuk konsumsi saja, tetapi juga berfungsi sebagai tunda jual gabah yang mana petani menjual gabah dengan menunggu harga tinggi. Petani menjual gabahnya tidak sekaligus tetapi secara berangsur sesuai dengan kebutuhan uang tunai serta tingkat harga yang ditawarkan. Hal ini mempertegas hasil penelitian Prasmatiwi, Zakaria, dan Rosanti (2015). Mayoritas petani (53,33%) menjual hasil panennya lebih dari 1 bulan setelah panen sambil menunggu harga yang tinggi. Sistem tunda jual akan meningkatkan harga jual gabah dan menyebabkan penerimaan petani meningkat. Keuntungan petani melakukan tunda jual adalah Rp1.004.002,50 untuk petani yang menjadi anggota lumbung dan Rp 262.752,50 untuk petani yang bukan anggota lumbung.
Ketersediaan pangan petani adalah 1.162,82GKG per tahun atau 0,5517 kg beras/kap/hari dan setara dengan energi 1.986,24 kkal/kap/hari. Secara umum, lumbung pangan di Kabupaten Pringsewu mempunyai peran sebagai tempat penyimpanan cadangan pangan anggotanya dan melayani kebutuhan anggotanya yang kekurangan pangan. Lumbung pangan berperan dalam menyumbang ketersediaan pangan rumah tangga sebesar  143,70 kg GKG atau setara 89,09 kg beras atau setara 24,89 kg beras/kapita per tahun. Dengan demikian lumbung pangan menyumbang ketersediaan pangan rumah tangga sebesar 12,36% dari keseluruhan ketersediaan pangan rumah tangga. 

Hasil penelitian tentang peran lumbung pangan di Kabupaten Pringsewu sejalan dengan penelitian-penelitian sebelumnya bahwa  lumbung pangan dapat berfungsi  sebagai cadangan pangan. Fungsi cadangan pangan beras yang dikuasai oleh rumah tangga baik secara individu maupun secara kolektif menurut Rachman dkk (2005) adalah: (1) mengantisipasi terjadinya kekurangan bahan pangan pada musim paceklik, dan (2) mengantisipasi ancaman gagal panen akibat bencana alam seperti serangan hama dan penyakit, anomali iklim, dan banjir. 
V. KESIMPULAN
Petani anggota lumbung pangan di Kabupaten Pringsewu telah melakukan pengelolaan cadangan pangan dengan baik sehingga pangan tersedia kontinyu sepanjang waktu.   Pengelolaan stok pangan petani padi dilakukan dengan meyimpan gabah di lumbung pangan individu rumah tangga dan lumbung pangan kelompok. Total ketersediaan pangan rumah tangga petani padi dalam satu tahun adalah 1.162,82 kg GKG. Lumbung pangan berperan dalam mengurangi rawan pangan yaitu dapat meningkatkan ketersediaan pangan rumah tangga. Ketersediaan pangan rumah tangga yang bersumber dari lumbung pangan adalah 143,70 kg GKG/tahun atau  12,36% dari total ketersediaan dalam rumah tangga. 
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 LAMPIRAN TABEL
Tabel 1. Tipe lumbung pangan di Kabupaten Pringsewu
	Tipe Lumbung Pangan
	Jumlah (Lumbung)
	Persentase

	Kelompok RT/RW
	11
	36,67

	Kelompok tani
	13
	43,33

	Kelompok arisan
	1
	3,33

	Kelompok agama
	1
	3,33

	Dusun
	3
	10,00

	Kelompok jimpitan
	1
	3,33

	Jumlah
	30
	100,00


Tabel 2. Sebaran kapasitas lumbung pangan di Kabupaten Pringsewu
	Kapasitas Lumbung (Kg GKG)
	Jumlah (Lumbung)
	Persentase

	5.000 – 9.250
	14
	46,67

	9.251 – 13.500
	10
	33,33

	13.501 - 17.750
	2
	6,67

	17.751 – 22.000
	4
	13,33

	Jumlah
	30
	100,00


Tabel 3.  Ketersediaan Pangan Beras Rumah Tangga 

	Keterangan
	Gabah
	Beras
	kkal/kap/hari
	%

	
	kg/tahun
	kg/kap/hari
	kg/kap/hari
	
	

	1. Input/Pemasukan
	
	
	
	
	

	· Produksi sendiri
	3.076,00
	2,3540
	1,4595
	5.254,18
	92,89

	· Pembelian
	24,19
	0,0185
	0,0115
	41,32
	0,73

	· Raskin
	57,74
	0,0442
	0,0274
	98,63
	1,74

	· Pemberian
	9,74
	0,0075
	0,0046
	16,64
	0,29

	· Simpanan Lumbung
	143,70
	0,1100
	0,0682
	245,46
	4,34

	Jumlah input
	3.311,37
	2,5341
	1,5712
	5.656,22
	100,00

	2. Output/Pengeluaran 
	 
	 
	 
	 

	· Penjualan
	2.018,77
	1,5449
	0,9579
	3.448,30
	93,96

	· Benih
	0,33
	0,0003
	0,0002
	0,56
	0,02

	· Aktivitas keagamaan
	54,08
	0,0414
	0,0257
	92,38
	2,52

	· Aktivitas sosial dan diberikan pihak lain
	36,67
	0,0281
	0,0174
	62,64
	1,71

	· Iuran lumbung
	38,70
	0,0296
	0,0184
	66,10
	1,80

	Jumlah output
	2.148,55
	1,6443
	1,0194
	3.669,98
	100,00

	3. Ketersediaan (1-2)
	1.162,82
	0,8899
	0,5517
	1,986.24
	


Tabel 4. Yang dilakukan responden jika ketersediaan beras tidak cukup (persen)
	Kecukupan ketersediaan
	Anggota lumbung 

	Membeli beras
	33,33

	Pinjam ke lumbung pangan
	60,00

	Pinjam ke keluarga/tetangga
	0,00

	Membeli (raskin)
	6,67

	Mengurangi frekuensi makan
	0,00

	Mengganti atau kombinasi dengan pangan lain 
	0,00

	
	100,00


Tabel 5.  Peran lumbung pangan dalam ketersediaan pangan dan stok (cadangan pangan) rumah tangga petani

	No
	Uraian
	GKP (kg)
	Beras (kg)
	Beras/kap (kg)
	%

	1
	Ketersediaan pangan dari lumbung
	     143,70
	 89,09
	 24,89
	12,36

	2
	Ketersediaan pangan dari non lumbung
	1.019,12
	631,85
	176,50
	87,64

	
	Total ketersediaan pangan
	1.162,82
	720,95
	201,38
	100,00


